
 

 

 

 

 

 
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 

NOMOR 620/348 
   

TENTANG 
IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS 

 
GUBERNUR SUMATERA UTARA, 

Menimbang : a. bahwa permohonan Direktur PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Nomor 
80/XII/TP/PDAM-TB/TT/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal 
Permohonan Izin Pembangunan Penempatan Bangunan Pipa Distribusi 
PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, telah 
memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya, sehingga kepada yang 
bersangkutan dapat diberikan Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan 
dan Jaringan Utilitas; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di 
atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 

  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86); 

  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 
20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan  dan Penggunaan Bagian-
Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 

  6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Daerah (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 
Nomor 6); 

  7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang 
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita 
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 44); 

  8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40). 

    
Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera 

Utara Nomor 593.3/DBMBK-PEMB/2733/2022 tanggal 9 Juni 2022 
perihal Rekomendasi Pembangunan/Penanaman Pipa Distribusi PDAM 
Tirta Bulian; 

  2. Bukti Pembayaran Retribusi sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 
Utara Nomor 6 Tahun 2013 dengan Surat Tanda Setoran Nomor 
120010303001618843680 tanggal 28 April 2022; 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN 
PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS 

KESATU : Memberikan Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas 
untuk Pembangunan/Penanaman Pipa Distribusi Air kepada: 

  1. Nama Perusahaan : PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi       

  2. Alamat Perusahaan : Jl. Pusara Pejuang No. 5 Kota Tebing Tinggi 

  3. Penanggung Jawab : Khoiruddin, SE, M. Ak 

  4. Jabatan Penanggung Jawab : Direktur 

  5. Lokasi Pembangunan/ 
Penempatan 

:  

  Ruas Jalan Juanda (Kota Tebing Tinggi) (Link. 025.11 K) sepanjang             
2.700 meter. 

 

KEDUA : Pemegang Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas 
wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan 
ini. 

KETIGA : Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas ini berlaku 
untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas Permohonan 
Pemegang Izin setelah membayar retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk 
Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital 
yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

   

 
 

 
 

  
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di Medan; 
2. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan; 
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara di Medan. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hal. 2 dari 2 

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: 

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA 
Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, 
 

Ir. ARIEF  S. TRINUGROHO, MT  
     NIP. 19641127 199003 1 002 



LAMPIRAN :  KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN 
PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS 

 NOMOR  620/348 

 
  

SYARAT, KETENTUAN, KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN  
BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS 

 
 

1. Tanah jalan ini diberikan untuk keperluan Pembangunan/Penanaman Pipa Distribusi Air. 
2.  Pembayaran Retribusi 

a. Membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Pemanfaatan Tanah Jalan untuk 
Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas sebesar Rp. 12.960.000,-/tahun (Dua Belas 
Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). 

b. Membayar kekurangan Retribusi jika kemudian hari ternyata ada perubahan/penetapan tarif 
baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

3. Penggalian dan Pemasangan Jaringan Utilitas 
a. Pada waktu mulainya pekerjaaan galian/pengorekan jalan/pemasangan atau penempatan 

jaringan utilitas, maka pemegang izin harus memberitahukan lebih dahulu kepada pemberi 
izin secara tertulis.                                                                                   

b. Sebelum melaksanakan pekerjaan di lapangan pemegang izin harus terlebih dahulu 
menghubungi/ koordinasi dengan jawatan/instansi seperti PT. Telkom, PT. Indosat,  PDAM 
dan lain sebagainya. 

c. Pemasangan instalasi/utilitas baru di dalam tanah secara memanjang atau menyilang jalan 
harus mempunyai jarak horizontal dengan instalasi lain sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan tidak diperbolehkan tumpang tindih satu sama lain. 

d. Posisi galian untuk jaringan utilitas ditempatkan pada bahu jalan yaitu sejauh mungkin dari 
tepi perkerasan mengarah ke parit. 

e. Kedalaman penanaman galian utilitas adalah minimal 1,5 m, diukur dari permukaan 
perkerasan jalan sampai tepi atas jaringan utilitas dengan lebar galian minimal 0,50 m untuk 
penempatan alat pemadat guna pemadatan kembali bekas galian dapat dilaksanakan dengan 
sempurna/baik, (galian harus berbentuk trapesium). 

f. Penggalian dilaksanakan dengan sistem pengeboran (song) dan jika penggalian tidak dapat 
dilakukan dengan  sistem pengeboran (song) maka penggalian dapat dilakukan dengan cara 
memanjang dan bertahap yaitu panjang galian maximun 100 m dan jaringan utilitas harus 
segera di pasang dan ditutup kembali, serta dipadatkan lapis demi lapis atau galian yang 
dilaksanakan 1 (satu) hari harus tertutup seluruhnya dengan baik pada hari itu juga (galian 
tidak boleh dibiarkan/ditinggalkan terbuka). 

g. Penanaman jaringan utilitas yang memotong jalan (crossing) dipersimpangan jalan harus 
dilakukan dengan sistem pengeboran/song melalui bawah perkerasan jalan dengan 
ketentuan bahwa diameter lobang boring harus hampir sama dengan diameter jaringan 
utilitas yang akan ditanam/dilewatkan di dalamnya. 

h. Dalam melaksanakan perkerjaan di lapangan, pemegang izin diwajibkan menjaga kelancaran 
arus lalu-lintas dengan membuat tanda rambu-rambu lalu-lintas dan memasang tanda 
lampu merah tanda hati-hati yang jelas jika bekerja malam hari pada tempat yang 
membahayakan lalu-lintas demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. 

i. Selama pelaksanaan penggalian dan pemasangan, penutupan bekas galian serta penempatan 
jaringan utilitas belum selesai, maka seluruh tanda rambu-rambu lalu-lintas 
jalan/pengaman harus dijaga sehingga tetap berada di tempatnya. 

j. Pemegang izin wajib memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan 
menanggung resiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan. 

k. Apabila rumaja dan rumija diperlukan untuk penyelenggaraan jalan sewaktu-waktu 
pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan rumaja dan rumija seperti keadaan 
semula atas biaya pemegang izin. 

l. Jika terjadi kecelakaan lalu-lintas selama pelaksanaan pekerjaan akibat kelalaian pemegang 
izin, maka segala kerugian dan lain sebagainya sepenuhnya adalah tanggungjawab pemegang 
izin. 

m. Untuk lokasi/daerah yang sangat padat penduduk dan lalu-lintasnya maka pelaksanaan 
pekerjaan supaya dilaksanakan pada malam hari atau pada saat arus lalu-lintas/pengguna 
jalan telah sepi. 

n. Untuk menghindari kemacetan lalu-lintas maka setiap persimpangan jalan, jaringan utilitas 
supaya dilewatkan dengan sistem boring. 
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4. Pemasangan Jaringan Utilitas Melintas Jembatan dan Gorong-gorong 
a. Jaringan utilitas yang melintas jembatan dan gorong-gorong harus ditempatkan di sisi kiri 

atau kanan jembatan/gorong-gorong dengan ketinggian ambang bawah kabel harus lebih 
tinggi atau minimal sama dengan ketinggian dari ambang bawah gelagar induk plat lantai 
jembatan/gorong-gorong ataupun parit jalan sehingga tidak menghambat aliran air yang ada 
pada parit (sungai yang bersangkutan). 

b. Jaringan utilitas yang melintas jembatan dan gorong-gorong tidak diperkenankan menempel 
atau menggantung pada jembatan/gorong-gorong yang ada dengan cara mengebor atau 
mengelas pada komponen rangka baja atau mengebor pada beton konstruksi beton, tetapi 
harus dilewatkan dengan menggunakan “konstruksi Penyangga Khusus” tanpa mengganggu 
atau memanfaatkan jembatan yang ada kecuali ada petunjuk teknis dari pemberi izin secara 
tertulis. 

c. Konstruksi penyangga (klem penggantung) dapat ditempatkan menempel pada konstruksi 
jembatan yang ada dengan menggunakan lobang-lobang baut yang telah tersedia (jika ada). 

d. Konstruksi klem penggantung atau penyangga khusus yang akan dilaksanakan adalah 
sesuai dengan gambar konstruksi yang telah disetujui (terlampir), dan jika ada perubahan 
dalam pelaksanaan kerja harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemberi izin. 

5. Pengembalian Kondisi 
a. Pemegang izin harus mengembalikan kondisi galian ke kondisi semula sesuai dengan lapis 

kontruksi jalan yang ada  atau sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh OPD 
Teknis yaitu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sumut. 

b. Seluruh komponen jalan/bangunan yang rusak akibat adanya galian tersebut harus 
diperbaiki dengan baik sehingga kembali seperti keadaan semula. 

c. Setelah seluruh penanaman jaringan utilitas dan pengembalian kondisi selesai dilaksanakan 
di lapangan, maka pemegang izin segera membuat gambar pekerjaan selesai (As Built 
Drawing) dan wajib melaksanakan pemeliharaan/perbaikan selama utilitas kabel tersebut 
masih digunakan dengan fungsinya dan kerusakan-kerusakan yang timbul dan lainnya 
akibat dari galian dimaksud serta biaya yang diperlukan untuk itu adalah menjadi beban 
dan tanggung jawab pemegang izin. 

d. Setelah izin tidak berlaku lagi karena dicabut atau berakhir batas waktu surat izin maka 
segala perangkat/utilitas yang berada pada jalan tersebut harus segera dibongkar oleh 
pemegang izin dan dikembalikan ke kondisi seperti keadaan semula atas biaya pemegang 
izin. 

e. Jika pemegang izin tidak melaksanakan pegembalian kondisi galian dengan sempurna / baik 
sesuai petunjuk teknis yang ada serta melampaui waktu yang telah ditentukan maka OPD 
Teknis akan melaksanakan perbaikan kondisi di lapangan, dan segala biaya yang timbul 
akibat pelaksanaan tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemegang izin. 

6. Apabila dikemudian hari ada perbaikan konstruksi jalan/jembatan atau pelebaran jalan dan 
menurut  perhitungan teknis diperlukan pemindahan jaringan tersebut ke tempat lain, maka 
pemegang izin harus bersedia untuk memindahkannya dengan segera dan segala biaya yang 
timbul akibat pemindahaan jaringan dimaksud adalah menjadi beban dan tanggung jawab 
pemegang izin. 

7. Pengawasan di lapangan untuk pelaksanaan pekerjaan galian, penanaman/pemasangan utilitas 
sampai dengan pengembalian kondisi dilakukan oleh masing-masing UPTD Dinas Bina Marga 
dan Bina Konstruksi setempat sesuai wilayah kerjanya. 

8. Izin dapat dicabut kembali atau dibatalkan tanpa ada tuntutan dari pemegang izin dengan 
alasan sebagai berikut : 
a. Tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan Negara/Pemerintah 
b. Tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan Umum/Sosial 
c. Bilamana salah satu syarat yang telah ditetapkan atas surat izin ini tidak ditaati dan 

dipenuhi. 

 

 

 
 

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: 

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA 
Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, 
 

Ir. ARIEF  S. TRINUGROHO, MT  
NIP. 19641127 199003 1 002 
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